SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSISUMATERABARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUANPENDIDIKANPADADINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPADANGPARIAMAN,

bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan
pendidikan peserta didik perlu upaya pemerataan
pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk
satuan pendidikan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Padang
Pariaman yang luas sehingga perlu membentuk satuan

Pendidikan dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentangPedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah pembentukan unit pelaksana

teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentangPembentukan
SatuanPendidikanPadaDinasPendidikandan

Kebudayaan.



Mengingat

1.Undang-UndangNomor12Tahun1956tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3898);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Otonom Pariaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4187);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

PerubahanBatasWilayahKotamadya DaerahTingkatll
Padang (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun1980Nomor25,Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 3164);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

StandarNasionalPendidikan(LembaranNegara



Menetapkan

10.

11.

12.

RepublikindonesiaTahun2005Nomor41,Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

Peraturan Daerah KabupatenPadangPariaman Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
PeraturanBupatiKabupatenPadangPariamanNomor
49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
DinasPendidikandanKebudayaanKabupatenPadang

Pariaman.

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPEMBENTUKANSATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.



BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall

DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:

1.
2.
3.

10.

DaerahadalahKabupatenPadangPariaman.
BupatiadalahBupatiPadangPariaman.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaanyang selanjutnya disebut Dinasadalah
Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan
kewenangan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten
Padang Pariaman.
SatuanPendidikanadalahorganisasiyangmelaksanakankegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang melaksanakan
jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang
melaksanakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan Pendidikan Non Formal adalahsatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan
pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti penambah dan/atau
pelengkap pendidikan formal.

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar selanjutnya disingkat Satuan
Pendidikan SD adalah semua satuan pendidikan sekolah dasar padaDinas
pendidikan dan kebudayaan

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat
Satuan Pendidikan SMP adalah semua satuan pendidikan menengah

pertamapada dinas pendidikan dan kebudayaan.



11.

12.

13.

14.

Pendidikan karakter adalah suatupendidikan untuk memperkuat
karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah
pikiran dan olah raga.

Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinasdi
lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi

induknya.

BAB I1
PEMBENTUKAN
Pasal2
DenganPeraturanBupatiinidibentukSatuanPendidikanpadaDinas.
SatuanPendidikansebagaimanadimaksudayat(1)terdiridari:
a. SatuanPendidikanDasar;dan

b. SatuanPendidikanAnakUsiaDinidanPendidikanNonFormal.

Pasal3
Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pasal Zhuruf a terdiri
dari:
a. SatuanpendidikanSD;dan
b. SatuanpendidikanSMP.
Nomenklatur Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf
a sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.
Nomenklatur Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b sebagaimana terlampir dalam lampiran Il yang merupakanbagian

yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal4
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
sebagaimana dimaksud pasal Zhuruf b terdiri dari:

a. SatuanPendidikanAnakUsiaDini;dan



b. SatuanPendidikanNonFormal.

(2) SatuanPendidikanAnakUsiaDinisebagaimanadimaksudpasal(1) huruf a
sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan,Tugas,danFungsi
Paragrafl

SatuanpendidikanDasar

Pasal5

(1) Satuan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana fungsi teknis
kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan karakter serta melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Satuan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar
yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekolah.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar merupakan jabatan fungsional
guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar bertanggungjawab kepadaDinas

melalui Bidang terkait.

Pasal6
Satuan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pembelajaran dan proses pendidikan lainnya dijenjang pendidikan dasar.

Pasal7
DalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal6,Satuan
Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program Kkegiatan pembelajaran

dan/atau bimbingan;



b. pelaksanaankegiatanpembelajaran/bimbinganterhadappesertadidik;

c. pelaksanaan pengukuran kegiatan pembelajaran/bimbingan terhadap
peserta didik;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
pembelajaran/bimbingan;

e. pelaksanaan prosesadministrasipendidikan;dan

f. pelaksanaantugaskedinasanlainyangdiberikanolehpimpinan.

Paragrafll

SatuanPendidikanAnakUsiaDinidanNonFormal

Pasal8

(1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal merupakan unsur
pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan
karakter serta melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formaldipimpin oleh Kepala
Satuan Pendidikan anak usia dini yang secara ex-officio dijabat oleh
Kepala Sekolah.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal merupakan
jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

bertanggungjawab kepada Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal9
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/atau bimbingan pendidikan anak

usia dini dan non formal.

Pasall0
DalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal9,Satuan
Pendidikan anak usia dini dan non formal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pembelajaran dan/atau
bimbingan peserta didik;

b. pelaksanaankegiatanpembelajaran/bimbinganpesertadidik;



c. pelaksanaanpengukurankegiatanpembelajaran/bimbinganpesertadidik;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
pembelajaran/bimbingan;

e. pelaksanaan prosesadministrasipendidikan;dan

f. pelaksanaantugaskedinasanlainyangdiberikanolehpimpinan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Paragraf |

SatuanPendidikanDasar

Pasalll

(1) Satuan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
Pendidikan.

(2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Dasar bertanggungjawab atas seluruhkegiatan
di satuan pendidikannya.

(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Satuan Pendidikan Dasar merencanakan dan mengusulkan
kebutuhan sumber daya Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala dinas

melalui bidang terkait.

Pasal12

(1) StrukturOrganisasiSatuanPendidikanDasarsebagaimanadimaksuddalam

Pasal 11 terdiri atas:
a. Kepalasekolah;dan
b. Kelompokjabatanfungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
b, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

(3) Struktur susunan organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragrafll

SatuanPendidikanAnakUsiaDinidanNonFormal

Pasal13
Satuan PendidikanAnak Usia Dinidan Non Formaldipimpin oleh seorang
Kepala Satuan Pendidikan.
Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan jabatan fungsional
guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal bertanggungjawab atas
seluruh kegiatan di satuan pendidikan.
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal merencanakan dan
mengusulkan kebutuhan sumber daya Satuan Pendidikan Dasar kepada

Dinas.

Pasal14
StrukturOrganisasiSatuanPendidikanAnakUsiaDinidanNonFormal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

a. Kepalasekolah;dan

b. Kelompokjabatanfungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
b, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
Struktur susunan organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagianyang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasall5

KelompokJabatanFungsionalmempunyaitugassesuaidenganjabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasall6
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

BABV
KOORDINATORSATUANPENDIDIKANWILAYAHKECAMATAN

Pasall7

Pada Satuan Pendidikan dapat dibentuk koordinator satuan pendidikan
wilayah kecamatan.
KoordinatorSatuanPendidikanWilayahKecamatansebagaimana dimaksud
ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari
jabatanpengawassekolahatauASNlainnyayangmempunyai
kompetensidibidangpenyelenggaraanpendidikan.

Koordinator sebagaimanana dimaksud ayat (2) ditunjuk dan
bertanggungjawabpada Kepala Dinas.

Jumlah koordinator wilayah kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan
daerah.

WilayahkerjaKoordinator ditetapkanolehKepalaDinas.

Pasall8
Koordinator satuan Pendidikan wilayah kecamatan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasiurusanantar
satuan pendidikan diwilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Koordinatorsatuanpendidikanmenyelenggarakanfungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi urusan antar satuan pendidikan diwilayah

kerjanya;



b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dinas pendidikan terhadap Satuan
Pendidikan diwilayah kerjanya;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyeleggaraan
pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya; dan

d. Pelaksanaanfasilitasiadministrasiterhadapsatuanpendidikandiwilaya

h kerjanya dengan dinas pendidikan.

BAB
VITATAKER]
A
Bagian Kesatu

SatuanPendidikanDasar
Pasal19
Kepala Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal20
Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas memperhatikan
prinsip-prinsip menajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing.

Pasal21

(1) KepalaSatuanPendidikanDasardalammelaksanakantugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan sistem
pengendalian internal dilingkungannya.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Dasar bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

(5) Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pembelajaran

berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan.



(6) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugasnya
melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepadaDinas

melalui bidang terkait.

BagianKedua
Satuan Pendidikan anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal
Pasal 22
Kepala Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal23

Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas memperhatikan

prinsip-prinsip menajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.
Pasal24

(1) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal
dalammelaksanakantugasmenerapkanprinsipkoordinasi,integrasi dan
sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal
dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasbawahan.

(4) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal
dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap bawahannya.

(5) Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pembelajaran
berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan.

(6) Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan non Formal
dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada Kepala Dinas melalui bidang terkait.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal25

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Satuan Pendidikan dan koordinator

satuan pendidikan wilayah kecamatan pada Dinas dibebankan kepada

anggaran pendapatan dan belanja daerahdan sumber lain yang sah dantidak

mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 26

PadasaatPeraturanBupatiinimulaiberlaku:

a.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
PelaksanaTeknisDinas/BadanDaerahKabupatenPadangPariaman, dan
terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang
Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah KabupatenPadang
Pariaman;dan

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2012 tentang
rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pemuda,Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang
Pariaman;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2012 tentang
rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Alih
Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten
Padang Pariaman Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal27
PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggal1Februari2018.
Agarsetiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenPadang

Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal29 Desember 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALIMUKHNI

DiundangkandiParitMalintang
padatanggal 29Desember2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPADANGPARIAMAN,

dto
JONPRIADI

BERITADAERAHKABUPATENPADANGPARIAMANTAHUNZ2017NOMOR 40



LAMPIRANII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR40 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKANSATUANPENDIDIKANPADADINASPENDIDIKANDAN
KEBUDAYAAN.

NOMENKLATURSATUANPENDIDIKANSMP

NO SatuanPendidikan AlamatSekolah Kecamatan
1 SMPN1BATANGANAI Jl.Supersemar BatangAnai
2 SMPN2BATANGANAI JI.RayaPilubang BatangAnai
Ketaping
3 SMPN3BATANGANAI Jl.MerdekaDuku BatangAnai
4 SMPN4BATANGANAI DesaKasai BatangAnai
5 SMPN1LUBUKALUNG PasarGedung Lubukalung
6 SMPN2LUBUKALUNG Jl.TapianPuti LubukAlung
7 SMPN3LUBUKALUNG Jl.AsamPulauPasir LubukAlung
Lawas
8 SMPN4LUBUKALUNG Singguling LubukAlung
9 SMPN5SLUBUKALUNG J1.KayuKalek LubukAlung
Simpang4AirTajun
Lubuk Alung
10 | SMPN6LUBUKALUNG Salibutan LubukAlung
11 | SMPN1ULAKANTAPAKIS Jl.PadangPauh UlakanTapakis
Ulakan
12 | SMPN2ULAKANTAPAKIS Jl.LRayaTapakis UlakanTapakis
13 | SMPN3ULAKANTAPAKIS J1.SyechMadinah UlakanTapakis
Ulakan Tapakis
14 | SMPN1NAN SABARIS JI.GunungBasi NanSabaris
PauhKambar
15 | SMPN2NAN SABARIS J1.TengkuSidi NanSabaris
Sunur
16 | SMPN3NAN SABARIS JLKampunglLadang | NanSabaris
Sungai Laban
17 | SMPN12x11ENAM J1.Raya Padang 2x11Enam
LINGKUNG BukitTinggi Lingkung
18 | SMPN 2 2x11 ENAM Simpang 4 Sungai 2x11 Enam
LINGKUNG Asam Lingkung
19 | SMPN 1 VII KOTO SUNGAI | J1. Pariaman VIIKotoSungai
SARIK Sicincin Desa Lareh | sarik
NanPanjang
BUPATIPADANGPARIAMAN,
dto

ALIMUKHNI







